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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, 

dapat disimpulkan yaitu: 

1. Perlindungan hukum terhadap wartawan yang bertugas di wilayah konflik 

bersenjata internasional secara keseluruhan belum efektif. Hal tersebut 

karena berbagai faktor yang menyebabkan kurang efektifnya perlindungan 

tersebut, faktor tersebut antara lain pertama karena tidak semua negara 

telah meratifikasi Konvensi dan Protokol Tambahan, faktor kedua karena 

tidak dapat langsung diterapkannya Konvensi dan Protokol Tambahan 

serta faktor ketiga kurangnya pemahaman dan penghormatan terhadap 

Konvensi dan Protokol Tambahan. Dari berbagai faktor tersebut dapat 

disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi wartawan yang bertugas di 

wilayah konflik bersenjata masih belum efektif, maka masih banyak terjadi 

pelanggaran terhadap para wartawan yang bertugas diwilayah konflik 

bersenjata.  

2. Upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan keefektifan perlindungan 

wartawan yang bertugas di wilayah konflik bersenjata adalah terus menerus 

menghormati dan memastikan penghormatan terhadap HHI itu sendiri, 

sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Konvensi Jenewa 1949. Negara diberikan 

diskresi untuk menentukan upaya untuk memastikan penghormatan, mulai 
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dari instruksi kepada angkatan bersenjata atau organ lainnya, adopsi atau 

inkorporasi ke dalam peraturan perundang-undangan nasional, pelatihan, 

represi dan penegakkan pelanggaran, dan lainnya. 

B. Saran  

Meskipun hukum humaniter dengan jelas menyatakan bahwa wartawan 

dalam wilayah konflik bersenjata internasional adalah warga sipil, dan harus 

diberikan perlindungan sebagaimana warga sipil, namun dalam prakteknya 

wartawan masih saja menjadi target serangan. Saran-saran yang diberikan 

penulis adalah: 

1. Perlu dilakukan sosialisasi mengenai hukum humaniter internasional 

kepada pihak-pihak dalam konflik bersenjata, dapat melalui ICRC, PBB 

maupun asosiasi pers. Dengan demikian pihak-pihak dalam konflik 

bersenjata mengetahui ketentuan-ketentuan yang harus ditaati dan 

menyadari kewajiban mereka masing-masing yang muncul berdasarkan 

hukum humaniter internasional. 

2. Diperlukan ketentuan yang tegas mengenai penegakan hukum bagi 

kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap wartawan. Untuk itu negara-

negara perlu menyusun peraturan perundang-undangan yang jelas 

mengenai sanksi yang diberikan bagi pelanggaran yang dilakukan terhadap 

keselamatan wartawan, sehingga pelaku serangan terhadap wartawan dapat 

ditindak tegas dan diadili. 



 

 

72 
 

 
 

3. Memberikan penyuluhan terhadap wartawan yang akan melakukan tugas 

profesinya di daerah konflik bersenjata internasional mengenai hukum 

humaniter. Dengan demikian wartawan mengetahui perlindungan-

perlindungan apa saja yang dapat diperolehnya saat berada di wilayah 

konflik bersenjata internasional. Wartawan juga perlu diberikan pelatihan 

mendasar mengenai resiko-resiko yang mungkin dihadapi saat berada 

dalam wilayah konflik bersenjata. Sebelum bertugas di wilayah konflik 

bersenjata wartawan dibekali dengan panduan serta informasi mengenai 

pihak-pihak mana yang dapat dihubungi apabila wartawan menghadapi 

masalah. Selain itu pihak tempat wartawan bekerja harus memantau 

keberadaan wartawannya sehingga dapat memberikan bantuan sesegara 

mungkin saat diperlukan. 
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